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BUPATI PACITAN. 
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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan 
rekening pengeluaran pada Bank Umum tmtuk menampung 
uang persediaan; 

b. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening 
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening 
penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahim 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara 
Umiom Daerah dapat memcrintahkan pemindahbukuan 
dan/atau penutupan rekening pengeluaran; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, ketentuan Icbih lanjut mengenai tata cara 
pembukaan dan penutupan rekening diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam" huru f a, hxiruf b, huru f c, dan huru f d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan 
Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
Bank Umum. 

t 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahim 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

r 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 
578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tclah beberapa kal i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

MEHUTUSKAN: 

MeneUpkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN 
PENUTUPAN REKENING SATUAN K E R J A PERANGKAT 
DAERAH PADA BANK UBIUH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
I 

I Pasal 1 
1 

Dalam Peraturan Bupati i n i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 

3. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku p e n ^ u n a 
anggaran/pengguna barang; 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

6. Pcnggima A n ^ a r a n adalah pejabat pcmegang kewenangan pcnggunaan 
anggaran un tuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa rmtuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna a n ^ a r a n dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fimgsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

i 



8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang di tunjuk un tuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; ; 

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, | membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang un tuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah; 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan RaJo^at 
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat pen3ampanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati un tuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

i 
BAB II 

• 

! MEKANISME PEMBUKAAN 
REKENING PENERIMAAN SKPD 

Pa8al2 
\ 
\ 

(1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD, \ bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka 
rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati; 

(2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap har i disetor seluruhnya ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 3 
I 

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan 
oleh Bupati , SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekenmg penerimaan 
SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan seb^ai ber ikut : 

a. Keputusan Bupat i ; tentang Penunjukan Pen^una Anggaran, Kuasa 
Pengguna Anggaran^ Bendahara Pengeluarsin, Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Penerimaan Pembantu; 

b. Contoh spesimen Pen^una Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan 
Bendahara Penerimaan pada SKPD. 

j Pasal 4 

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
sebagai ber ikut : 
a. Pcn^una An^aran/Kuasa Fcn^una A n ^ a r a n mengajukan usulan kepada 

BUD i m t u k membuka rekening penerimaan SKPD; 

b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek 
daftar rekening penerimaan mil ik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati; 

i 
i 



c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan 
tclah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat 
penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD; 

d, Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan 
belum memiliki rekenmg penerimaan, maka BUD menyampaikan surat 
persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan 
pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah 
ditetapkan oleh Bupati; 

c. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huru f d, SKPD 
membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan 
oleh Bupati, rekeniiig dimaksud dilaporkan kepada BUD i m t u k ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati; 

g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Rekenmg Penerimaan SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB III 

I MEKANISME PEMBUKAAN 
REKENING PENGELUARAN SKPD 

Pasal 5 

1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Keija Perangkat Daerah 
diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja un tuk mcmbiayai 
kegiatan operasional sehari-hari; 

2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD 
pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati . 

i 

Pasal 6 

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan 
oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran 
SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai ber ikut : 

a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa 
Pengguna Anggaran,' Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Penerimaan Pembantu; 

b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan 
Bendahara Pengeluaran pada SKPD. 

• 

I Pasal 7 

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah 
sebagai be r iku t : 

a. Pen^una Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada 
BUD un tuk membuka rekening pengeluaran SKPD; 

r 

b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huru f a, BUD mengecek 
daftar rekening pengeluaran mil ik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati; 



c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran 
telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat 
penolakan un tuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD; 

d. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran 
belum memilild rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat 
persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan 
pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah 
ditetapkan oleh Bupati ; 

e. Berdasarkan surat persetiyuan sebagaimana dimaksud pada huru f d, SKPD 
membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. Setelah SKPD menerima rekening dari Sank Umum yang telah ditetapkan 
oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati ; 

T 

g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB rv 

] MEKANISME PENUTUPAN 
REKENING PENEROIAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD 

; Pasal 8 
i 

Rekening penerimaan dan rekenmg pengeluaran SKPD dapat d i tutup oleh Bupati 
yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

i 

Pa8al9 

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi 
apabila: 

a. Rekening sudah tidak dipergunakan lagi; 
b. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengaldbatkan SKPD 

yang bersangkutan digabung/dihapus; 

c. Adanya kcbijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan 
SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD. 

Pasal 10 
j 

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah 
sebagai ber ikut : \ 
a. Apabila rekening sudah tidak dipei^unakan lagi, teijadi penataan organisasi 

perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus, atau 
adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening pcnerimacin 
SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, BUD memcrintahkan Bank Umum 
yang ditetapkan oleh Bupati u n t u k : 

1. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening terscbut ke Rekening 
Kas Umum Daerah, dalam hal masih tcrdapat sisa dana pada rekening 
penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening 
dimaksud; j 



2. Menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD 
dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening 
penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD. 

b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank 
Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep 
Keputusan Bupati .tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau 
Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

i BAB V 

j KETENTUAN PENUTUP 
I 

Pasal 11 
i 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan. 
i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati in i dengan p)enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

\ Ditetapkan d i Pacitan 
I Padatanggal I - / - 2013 
j 
i 

\ BUPATI PACITAN 

i • * 

INDARTATO 
1 

t 

i 

1 

i 

i 
i 



2. Menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD 
dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening 
penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD. 

b. Setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank 
Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep 
Keputusan Bupati j tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau 
Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

j BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati i n i dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
I Padatanggal 1 - 7 - 2013 

Diundangkan di Pacitan 
Padatanggal 1 - 7 - 2013 
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